




A. Latar Belakang 
Tujuan dibentuknya negara salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat. 
Hal itu terbukti dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang 
berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut membutuhkan 
dana yang tidak sedikit untuk biaya pembangunan ekonomi maupun infrastruktur. 
Sebuah negara tidak dapat berjalan pemerintahannya jika tidak ada dana untuk 
membiayai kegiatan pemerintahannya.1 Sebagaimana tercantum dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh negara 
diperoleh dari dalam negeri, antara lain diperoleh dari penerimaan pajak dan 
penerimaan bukan pajak.  
Pajak memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian suatu 
negara.Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus 
berdasarkan Undang-Undang, hal ini disebabkan karena ada hakikatnya pajak adalah 
beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak.Pengertian pajak dalam Pasal 1 Undang-
                                                             
1 Widodo, ATM Widodo dan Andrea Hendro Puspita, Pajak Bumi & Bangunan Untuk Para Praktisi, 
Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 1 
2 
 
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.Semakin besar proporsi penerimaan pajak, semakin 
besar pula stabilitas penerimaan negara dan semakin tinggi pula kemandirian negara 
dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.2 
Menurut Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945 “Pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”, dengan 
demikian apabila ada pungutan dari pemerintah  yang dapat dipaksakan tetapi tidak 
berdasarkan undang-undang, maka jelas pungutan tersebut bukanlah pajak.Bumi dan 
kekayaan yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam  
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, oleh karena itu bagi yang memperoleh manfaat dari bumi dan 
kekayaan yang terkandung didalamnya wajar apabila menyerahkan sebagian 
kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Fungsi 
pajak ada dua yaitu: fungsi budgetair  (sumber keuangan negara) dan fungsi 
regulerend(mengatur).3 
1. Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 
untuk memniayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber 
keuangan negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun 
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 
pajak. 
2. Fungsi Regulerend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan 
tertentu diluar bidang keuangan. 
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Pajak tanah dan bangunan atau Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah cara tertua 
untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah. PBB merupakan pajak yang 
dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah 
obyeknya.Besarnya pajak ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah dan 
atau bangunan.Setiap tahunnya wajib pajak diwajibkan memasukkan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).4 Penerimaan daerah dari sektor PBB telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan dan telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan terakhir yaitu 
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelimpahan 
kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Setelah berlakunya undang-
undang tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah 
sepenuhnya dikelola oleh seluruh kabupaten/kota, sementara PBB sektor Perkebunan, 
Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) masih menjadi pajak pusat. 
Seiring berkembangnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan meningkatnya 
keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan dan mengingat pentingnya tanah 
dan atau bangunan dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau 
badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau 
bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan 
pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Dalam proses peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, timbul dua pajak PBB, 
yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) bagi pembeli. Penghasilan yang dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
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Atas Tanah dan/atau Bangunan Berserta Perubahannya adalah penghasilan yang 
diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan 
melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, 
waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Kegiatan pemungutan PPh 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut 
disebutkan bahwa tanah sebagian dari bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa memiliki fungsi sosial, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk papan 
dan lahan usaha, serta alat investasi yang menguntungkan.Bagi mereka yang 
memperoleh hak atas tanah dan bangunan wajib menyetorkan kepada negara melalui 
pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB).5 
Tujuan dibentuknya Undang-Undang BPHTB adalah: 
“Perlunya diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan sebagai upaya 
kemandirian bangsa untuk memenuhi pengeluaran pemerintah berkaitan dengan 
tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan.”6 
BPHTB merupakan salah satu pajak obyektif atau pajak kebendaan dimana 
pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi obyek pajak, baru kemudian 
memperhatikan siapa yang menjadi subyek pajak. Sebagaimana pasal 9 ayat 2 
Undang-Undang BPHTB juncto pasal 90 Undang-Undang PDRD saat terutang 
pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau adalah pada saat dibuat dan 
ditandatanganinya akta dihadapan PPAT, tetapi disisi lain undang-undang 
mewajibkan secara tidak langsung pajak harus dilunasi sebelum dibuat dan 
ditandatanganinya akta. Yaitu ketentuan pasal 24 Undang-Undang BPHTB dan 
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pasal 91 ayat 1 Undang-Undang PDRD yang menyebutkan PPAT hanya dapat 
menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan setelah wajib 
pajak menyerahkan bukti penyerahan pajak. Adanya pertentangan dari pasal tersebut 
tentu akan membingungkan bagi wajib pajak dan para pejabat yang terkait, hal ini 
tidak sesuai dengan asas simplicity yang menyebutkan bahwa peraturan yang 
sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Masalah 
lain adalah setiap pembayaran BPHTB yang wajib diverifikasi lapangan yang 
membutuhkan waktu yang lama karena harus diperikasa terlebih dahulu apakah luas 
bangunan sudah sesuai dengan yang tertera dengan yang tertera dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau tidak, 
apakah BPHTB yang dibayarkan sudah sesuai dengan keadaan dilapangan, apakah 
kondisi bangunan sesuai dengan NJOP di SPPT atau tidak.  Keadaan ini yang bisa 
menghambat kinerja dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOYOLALI.” 
